
 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

 

 

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2022  

TENTANG 

PELAYANAN ADVOKASI HUKUM  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

                                                               

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang   :   a.  bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada 

pegawai, pensiunan dan/atau mantan pegawai di 

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional yang menghadapi masalah hukum 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 

agraria/pertanahan dan tata ruang, pelayanan 

pertimbangan hukum, dan penanganan pengujian 

Peraturan Perundang-undangan diperlukan adanya 

pedoman mengenai pelayanan advokasi hukum di 

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional tentang Pelayanan Advokasi Hukum 

di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional;  
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Mengingat  :  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477);  

5. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang 

Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah 

Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di Bawah 

Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 256); 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);  

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);  

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); 
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9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); 

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :   PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/   

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG 

PELAYANAN ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL.  

 

  BAB I 

  UMUM  

 

Pasal 1   

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelayanan Advokasi Hukum di lingkungan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

adalah pemberian pelayanan fasilitasi bantuan hukum, 

pelayanan pertimbangan hukum, dan penanganan 

pengujian peraturan perundang-undangan oleh 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional.  

2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah 

kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan 

tata ruang. 

3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri 

adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata 

ruang.  
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4. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang 

selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi 

vertikal Kementerian di provinsi.  

5. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian 

di kabupaten/kota.  

6. Masalah Hukum adalah persoalan hukum pidana yang 

timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kementerian.  

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 

pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya 

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

8. Pensiunan adalah pegawai yang telah mencapai batas 

usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan 

dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.  

9. Mantan Pegawai adalah orang yang pernah menjadi 

pegawai di lingkungan Kementerian yang diberhentikan 

dengan hormat tanpa hak pensiun.  

10. Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum adalah pemberian 

layanan hukum kepada ASN, Pensiunan dan/atau 

Mantan Pegawai yang menghadapi Masalah Hukum.  

11. Pelayanan Pertimbangan Hukum adalah pemberian 

layanan hukum dalam rangka memberikan pertimbangan 

hukum terhadap permasalahan di bidang 

agraria/pertanahan dan tata ruang yang memerlukan 

pendapat hukum atau rekomendasi hukum.  

12. Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan 

adalah pemberian pelayanan hukum dalam proses 

pengujian peraturan perundang-undangan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang 

dilakukan oleh lembaga peradilan dalam hal ini 

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.  
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          BAB II 

  PELAYANAN FASILITASI BANTUAN HUKUM  

 

               Bagian Kesatu 

           Pelaksana Fasilitasi Bantuan Hukum 

 

Pasal 2  

(1) Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum dilaksanakan di 

lingkungan: 

a. unit eselon I;  

b. Kantor Wilayah;dan 

c. Kantor Pertanahan. 

(2) Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum di lingkungan unit 

eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan oleh biro yang melaksanakan tugas dan 

fungsi di bidang advokasi hukum. 

(3) Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum di lingkungan 

Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilaksanakan oleh bagian yang melaksanakan  

tugas menyelenggarakan fungsi fasilitasi advokasi hukum 

dan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi 

dengan biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di 

bidang advokasi hukum. 

(4) Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum di lingkungan 

Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dilaksanakan oleh subbagian yang mempunyai 

tugas melakukan pemberian dukungan administrasi 

kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan dan 

berkoordinasi dengan Kantor Wilayah dan biro yang 

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi 

hukum. 

 

Pasal 3  

(1) Dalam melaksanakan Pelayanan Fasilitasi Bantuan 

Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dibentuk tim pelaksana fasilitasi bantuan hukum. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 

1 (satu) tahun anggaran. 
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Pasal 4  

(1) Susunan keanggotaan tim pelaksana fasilitasi bantuan 

hukum di lingkungan eselon I terdiri atas: 

a. pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai 

tugas di bidang kesekretariatan selaku pengarah; 

b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai 

tugas di bidang hukum selaku penanggung jawab; 

c. pejabat administrator yang mempunyai tugas di 

bidang advokasi hukum selaku ketua; 

d. pejabat pengawas yang mempunyai tugas di bidang 

advokasi hukum selaku wakil ketua; 

e. pejabat pengawas yang mempunyai tugas di bidang 

advokasi hukum atau pejabat yang ditunjuk selaku 

sekretaris; dan 

f. pegawai yang mempunyai tugas di bidang advokasi 

hukum selaku anggota. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan Pelayanan 

Fasilitasi Bantuan Hukum. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan Menteri. 

 

Pasal 5  

(1) Susunan keanggotaan tim pelaksana fasilitasi bantuan 

hukum di lingkungan Kantor Wilayah terdiri atas: 

a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin 

Kantor Wilayah selaku penanggung jawab; 

b. pejabat administrator yang melaksanakan  tugas 

menyelenggarakan fungsi fasilitasi advokasi hukum 

dan peraturan perundang-undangan selaku ketua; 

c. pejabat pengawas yang mempunyai tugas 

melakukan koordinasi dan fasilitasi urusan advokasi 

hukum dan peraturan perundang-undangan selaku 

sekretaris; dan 

d. pejabat dan pegawai yang ditunjuk selaku anggota. 
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(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan Pelayanan 

Fasilitasi Bantuan Hukum. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan pejabat pimpinan tinggi pratama yang 

memimpin Kantor Wilayah. 

 

Pasal 6  

(1) Susunan keanggotaan tim pelaksana fasilitasi bantuan 

hukum di lingkungan Kantor Pertanahan terdiri atas: 

a. pejabat administrator yang memimpin Kantor 

Pertanahan selaku penanggung jawab; 

b. pejabat pengawas yang mempunyai tugas pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unit 

organisasi Kantor Pertanahan selaku ketua; 

c. pejabat fungsional di bidang pemberian dukungan 

administrasi atau pejabat yang ditunjuk selaku 

sekretaris; dan 

d. pejabat dan pegawai yang ditunjuk selaku anggota. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan Pelayanan 

Fasilitasi Bantuan Hukum. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan pejabat administrator yang memimpin 

Kantor Pertanahan. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pemberian Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum 

 

Pasal 7  

Pemberian Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum diberikan 

kepada ASN, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang 

menghadapi Masalah Hukum yang dilakukan pada waktu 

yang bersangkutan masih aktif bertugas. 
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Pasal 8  

(1) Permohonan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum 

diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang 

di lingkungannya ditembuskan kepada biro yang 

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi 

hukum. 

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah: 

a. pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai 

tugas di bidang kesekretariatan; 

b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin 

Kantor Wilayah; atau 

c. pejabat administrator yang memimpin Kantor 

Pertanahan. 

(3) Pejabat yang berwenang di lingkungan Kantor Wilayah 

dan Kantor Pertanahan dapat mengajukan permohonan 

Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum kepada pejabat 

pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan 

fungsi di bidang advokasi hukum. 

 

Pasal 9  

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  8 ayat 

(1) berisi paling kurang mengenai identitas pemohon dan 

uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dihadapi 

dengan melampirkan dokumen pendukung yang ada.  

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterima, pejabat yang berwenang menugaskan 

tim pelaksana fasilitasi bantuan hukum sesuai 

kewenangan di lingkungannya untuk ditindaklanjuti. 

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditolak, berkas permohonan dikembalikan 

kepada pemohon disertai dengan penjelasan mengenai 

alasan ditolaknya permohonan. 

(4) Permohonan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum dapat 

ditolak karena: 

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 14 Mei 2026



- 9 - 
 

a.  Masalah Hukum yang dihadapi pemohon tidak 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kementerian; 

b.  pemohon telah diberhentikan dengan tidak hormat 

sebagai ASN; atau 

c.  alasan lain sesuai dengan pertimbangan pejabat 

yang berwenang. 

 

Bagian Ketiga 

Kegiatan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum 

 

Pasal 10    

Kegiatan Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum dilaksanakan 

dengan melakukan pendampingan hukum dalam bentuk: 

a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban 

dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan 

di pengadilan; 

b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan hukum acara 

pidana dan materi tindak pidana; 

c. pemberian pemahaman tentang ketentuan hukum 

pertanahan dan tata ruang; 

d. pendampingan dalam proses penyelidikan, penyidikan, 

dan pemeriksaan di pengadilan; 

e. pemberian fasilitas ahli; dan 

f.      koordinasi dengan unit atau instansi terkait dalam 

rangka kegiatan pendampingan hukum. 

 

Pasal 11   

(1) Dalam hal pemberian fasilitas ahli sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, pejabat yang 

berwenang menugaskan pejabat yang memiliki 

kompetensi untuk menjadi ahli berdasarkan keputusan 

yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

(2) Apabila diperlukan, Kantor Wilayah dan Kantor 

Pertanahan dapat mengajukan permohonan kepada 

pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di 

bidang kesekretariatan untuk menugaskan pejabat, yang 

memiliki kompetensi untuk menjadi ahli. 
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  Bagian Keempat 

Laporan 

 

Pasal 12                            

(1) Dalam rangka inventarisasi Masalah Hukum, Kantor 

Pertanahan melalui Kantor Wilayah wajib membuat 

laporan mengenai daftar inventarisasi Masalah Hukum.  

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama 

yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang advokasi 

hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. 

(3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB III 

PELAYANAN PERTIMBANGAN HUKUM 

 

Pasal 13  

(1) Kegiatan Pelayanan Pertimbangan Hukum dilakukan 

dalam bentuk: 

a. pendapat hukum; atau 

b. rekomendasi hukum. 

(2) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan jawaban tertulis atas persoalan 

hukum yang dibuat berdasarkan penerapan hukum di 

bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang 

disampaikan kepada pihak eksternal Kementerian. 

(3) Rekomendasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b merupakan hasil analisis dan evaluasi berupa 

usulan atas suatu penerapan norma hukum dalam 

penyelesaian persoalan hukum di bidang 

agraria/pertanahan dan tata ruang yang disampaikan 

kepada pihak internal Kementerian. 

(4) Pelayanan Pertimbangan Hukum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi 

pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 

advokasi hukum berkoordinasi dengan unit teknis.  
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Pasal 14  

(1) Pihak yang memerlukan Pelayanan Pertimbangan Hukum 

di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dapat 

mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat 

pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang 

kesekretariatan dengan melampirkan identitas, dokumen 

pendukung dan kronologis permasalahan.  

(2) Dalam hal permohonan Pelayanan Pertimbangan Hukum 

tidak didukung dokumen yang lengkap, maka 

permohonan Pelayanan Pertimbangan Hukum tersebut 

dapat ditolak. 

(3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan. 

(4) Permohonan Pelayanan Pertimbangan Hukum dapat 

diajukan kembali setelah dilengkapi dokumen yang 

diperbarui. 

 

BAB IV 

PENANGANAN PENGUJIAN  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 15  

(1) Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan 

meliputi:  

a. undang-undang di Mahkamah Konstitusi; dan  

b. peraturan perundang-undangan di bawah undang- 

undang di Mahkamah Agung.  

(2) Penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) difasilitasi oleh biro yang melaksanakan tugas dan 

fungsi di bidang advokasi hukum dan berkoordinasi 

dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.  
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Bagian Kedua 

Penanganan Pengujian Undang-Undang 

di Mahkamah Konstitusi 

 

Pasal 16     

(1) Penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

(1) huruf a dilakukan oleh Menteri yang mewakili 

presiden berdasarkan surat kuasa khusus ditindaklanjuti 

dengan menerbitkan surat kuasa substitusi. 

(2) Surat kuasa subsitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan oleh Menteri kepada pejabat: 

a. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon 

I; 

b. pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat 

eselon II; dan/atau 

c. administrator atau pejabat setingkat eselon III. 

 

Pasal 17      

(1) Penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah 

Konstitusi meliputi:  

a. persiapan persidangan; dan  

b. pelaksanaan persidangan. 

(2) Persiapan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a meliputi kegiatan: 

a. penyusunan keterangan presiden; dan 

b. pengumpulan alat bukti, penentuan saksi dan ahli,  

dan penentuan juru bicara di persidangan. 

(3) Dalam penyusunan keterangan presiden sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, Menteri dapat 

mengikutsertakan ahli, narasumber, dan/atau perancang 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Format keterangan presiden sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a memuat: 

a. judul;  

b. pembukaan;  

c. pokok permohonan; 
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d. kewenangan Mahkamah Konstitusi;  

e. kedudukan hukum pemohon; 

f. keterangan presiden terhadap materi yang 

dimohonkan oleh pemohon; dan  

g. petitum. 

 

Pasal 18  

(1) Pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (1) huruf b dihadiri oleh Menteri dan/atau 

penerima surat kuasa substitusi. 

(2) Pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi kegiatan:  

a. pembacaan keterangan presiden;  

b. pemberian keterangan saksi dan/atau ahli; 

c. penyusunan dan penyerahan kesimpulan presiden; 

dan/atau 

d. pembacaan putusan. 

 

Bagian Ketiga 

Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan  

di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung 

 

Pasal 19  

(1) Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan 

di bawah undang-undang di Mahkamah Agung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b 

meliputi: 

a. peraturan pemerintah;  

b. peraturan presiden; dan 

c. peraturan menteri. 

(2) Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan 

di bawah undang-undang di Mahkamah Agung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 

dilakukan oleh Menteri yang mewakili presiden 

berdasarkan surat kuasa khusus presiden yang 

ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat kuasa 

substitusi. 
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(3) Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan 

di bawah undang-undang di Mahkamah Agung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 

oleh Menteri yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan 

surat kuasa khusus. 

(4) Surat kuasa substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diberikan kepada: 

a. pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat 

setingkat eselon I; 

b. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat 

setingkat eselon II; dan/atau 

c. pejabat administrator atau pejabat setingkat eselon 

III. 

(5) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diberikan kepada: 

a. pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat 

setingkat eselon I; 

b. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat 

setingkat eselon II; 

c. pejabat administrator atau pejabat setingkat eselon 

III; dan/atau   

d. pejabat yang ditunjuk.  

 

Pasal 20     

(1) Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undangan 

di bawah undang-undang di Mahkamah Agung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berupa 

penyusunan jawaban termohon. 

(2) Dalam penyusunan jawaban termohon sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengikutsertakan 

ahli, narasumber, dan/atau perancang peraturan 

perundang- undangan. 

(3) Jawaban termohon dikirim kepada panitera Mahkamah 

Agung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak 

diterima salinan permohonan tersebut oleh Menteri atau 

penerima kuasa substitusi. 
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(4) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat:  

a. judul;  

b. pembukaan;  

c. pokok permohonan;  

d. kewenangan Mahkamah Agung;  

e. kedudukan hukum pemohon;  

f. jawaban termohon terhadap materi yang 

dimohonkan oleh pemohon; dan  

g. petitum. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 21  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Juni 2022 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

SOFYAN A. DJALIL 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Juni 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

            ttd. 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 619 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum,  

 

 

 

Joko Subagyo, S.H., M.T.  

NIP. 19690822 199403 1 002 
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LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

NOMOR 13 TAHUN 2022        

TENTANG 

PELAYANAN ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI  AGRARIA  DAN  TATA  RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

SOFYAN A. DJALIL 

 

FORMAT LAPORAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH HUKUM 
 

No. Jenis Masalah Uraian Masalah Lokasi 
 

Status Nama Pegawai/ 
Pensiunan Pegawai  

Kegiatan yang Telah 
Dilaksanakan  

Jumlah 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 

  
 

      
 

  

 

      

Jumlah/Total  
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Keterangan: 

1. Kolom 1  : diisi nomor urut 

2. Kolom 2  : diisi dengan jenis permasalahan yang sedang dihadapi, pilih salah satu:  

a. Tata ruang; 

b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah; 

c. Pendaftaran tanah pertama kali; 

d. Pengadaan tanah; 

e. Penerbitan sertipikat di kawasan hutan; 

f. Pengadaan barang dan jasa; 

g. Operasi tangkap tangan; 

h. Tanah telantar; dan 

i. Alih fungsi lahan. 

3. Kolom 3  : diisi dengan uraian singkat kronologis Masalah Hukum. 

4. Kolom 4  : diisi wilayah atau daerah objek Masalah Hukum. 

5. Kolom 5  : diisi dengan status Terlapor/Terperiksa/Tersangka/Terdakwa/Terpidana dan dugaan pasal yang disangkakan. 

6. Kolom 6  : diisi nama pegawai dan jabatan pada saat terjadinya Masalah Hukum (dapat diisi lebih dari satu nama      

                           pegawai/pensiunan pegawai yang terlibat dalam satu baris) 

7. Kolom 7  : diisi dengan kegiatan pendampingan hukum yang telah dilaksanakan. 

8. Kolom 8  : diisi dengan jumlah pegawai/pensiunan pegawai yang terlibat Masalah Hukum. 
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